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ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Data diambil dengan metode wawancana, observasi, dan studi dokumentasi.  Tehnik analisis data dilakukan dengan tehnik analisis model interaktif, berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan tahapan, yaitu:  (1) reduksi data,  (2) penyajian data, (3) penyimpulan dan verifikasi, dan (4) kesimpulan  akhir.  Hasil penelitian menunjukan bahwa  pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku mulai dari tahap persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, namun belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai, terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku, namun pengendalian manajemen anggaran belanja belum terlaksana secara maksimal.
Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran Belanja, Pengendalian Manajemen
The purpose of writing is to analyze the implementation of budget management in the Secretariat of Governing Council KORPRI. Data taken with wawancana method, observation and documentation. Technical analysis of the data conducted by an engineering analysis, interactive models, together with the ongoing data collection process with stages item, namely: (1) data reduction, (2) the data (3) inference and verification, and (4) conclusion end, the result shows that the management of the budget in the Council Secretariat KORPRI Government has generally been able to be implemented in accordance with the mechanisms and regulations ranging from the preparation and budgeting, stages of the budget approval, the stage of implementation of the budget, the stage of reporting and evaluation of the budget, but has not been supported by adequate organizational structure and the limited number of human resource capacity to manage budgets. It can be concluded that the implementation of budget management in the Secretariat of the Governing Council KORPRI Generally Do accordance with the mechanisms and regulations, but the management control of the budget is not implemented optimally.

Management, Management Control Budget: Keyword
1. Pendahuluan
Dengan terbentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan menjadi bagian dari SKPD berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan, maka sumber dana dalam rangka pembiayaan kegiatan KORPRI berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. 

Anggaran dari sumber dana APBD merupakan dana publik, maka pengelolaannya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (masyarakat), seiring dengan era keterbukaan publik saat ini, publik berhak mengetahui, mengkritik, atau memberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah antara lain dalam penyelengaraan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Sebagai organisasi sektor publik yang mendapat anggaran dari sumber dana APBD Provinsi, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib untuk melaksanakan pengelolaan anggaran belanja dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedonan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dilakukan perubahan. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tersebut mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI antara lain : (1) kecilnya alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan KORPRI sehingga pencapaian tujuan organisasi belum maksimal (2)  sering terjadinya penyerapan anggaran belanja yang masih rendah sampai dengan semester pertama sehingga distribusi penyerapan anggaran belanja tidak merata dalam tahun berkenaan, dan (3) adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran, sangat disayangkan karena di sisi lain masih terdapat kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran. Hal tersebut menunjukan belum optimalnya pengelolaan anggaran belanja dan belum optimalnya pengendalian manajemen anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tersebut dengan tujuan adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja dan pengendalian manajemen anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kajian Teori
2.1. Konsep Anggaran dan Penganggaran
Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2002, 61) : Anggaran merupakan pernyataan dari estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2009:70), Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran terdiri dari empat tahap yang meliputi :

a. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (preparation).

Dalam tahan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran (approval/ratification) 

Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki managerial skill serta political skill juga salesmanship dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (implementaion).

Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manejemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal.
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (reporting & evaluation).

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini akan banyak menemui masalah.

2.2. Pengendalian Manajemen 
Pengelolaan anggaran membutuhkan teknik dan keilmuan tentang bagaimana mengelola anggaran dengan baik. Mengingat kompleksitas kasus yang dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja, sehingga diperlukan dukungan struktur organisasi yang sesuai dengan sistem pengendalian dalam hal ini adalah pengelolaan anggaran belanja, sumberdaya yang melaksanakan dan lingkungan yang mendukung.
Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan penerapan sistem pengendalian manajemen yang menyeluruh dan komprehensif agar berjalannya fungsi-fungsi manajemen secara baik. Menurut Goorge R. Terry  (Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan ke-12:2013),  Fungsi manajemen meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), actuating (menggerakkan atau memberi dorongan), pengawasan (controlling).
Lebih lanjut, menurut Mardiasmo (2002: 45), organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktifitas, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi dan informasi, (4) Pengambilan keputusan, (5) Motivasi orang-orang agar berperilaku  sesuai dengan tujun organisasi, (6) Pengendalian, dan (7) Evaluasi kinerja. Sistem pengendalaian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manjemen, dan sumber daya manusia yang melaksanakan serta lingkungan yang mendukung.
3. Metode Peneilitian

Penelitian atau research berasal dari bahasa Inggris re = berarti kembali dan searh = berarti mencari. Mencari kembali untuk mendapat sesuatu. Menurut  Penny dalam V. Wiratna Sujarweni (2014: 2), Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.  Lebih lanjut, V. Wiratna Sujarweni (2014: 4) menjelaskan metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.

3.1. Jenis Penelitian
Metode penelitian internship ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.  Menurut Bogdan dan Taylor, dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:19) dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu Studi Kasus pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 23 Juli 2016 dengan mengambil lokasi/tempat pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:31) ada beberapa metode pengumpulan data, antara lain: (1) Wawancara (2) Observasi (3) Studi Dokumen
3.4. Analisa Data
Analisa data dalam penelitian ini Miles dan Faisal dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:34) analisis data dilakukan selama data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan tehnik analisis model interaktif : Analisis berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penyimpulan dan Verifikasi, dan (4) Kesimpulan  Akhir.

4. Analisis dan Pembahasan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4.1. Pengelolaan Anggaran Belanja
Sebagaimana yang dikemukakan di muka, menurut Mardiasmo (2009:70), Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran terdiri dari empat tahap yang meliputi : (1) Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (preparation), (2) Tahap Ratifikasi Anggaran (approval/ratification), (3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (implementation), dan (4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (reporting & evaluation).
4.1.1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (preparation)
Tahap persiapan dan penyusunan (preparation) anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2015 telah dimulai sejak awal tahun 2014 atau atau (tahun n-1) yang diawali dengan penyampaian usulan Rancangan Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 dilakukan melalui proses pembahasan dan verifikasi di BAPPEDA, dilanjutkan dengan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD Provinsi melalui Rapat Forum SKPD Provinsi, kemudian sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selanjutnya Pemerintah provinsi menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas-priotas pembangunan daerah. Pada fase ini terjadi penetapan besaran alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pada proses penetapan pagu anggaran tersebut eksekutif meminta persetujuan pihak legislatife dan dihasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS. 

Selanjutnya berdasarkan PPAS Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) sesuai dengan pagu anggaran yang dialokasikan.
4.1.2. Tahap Ratifikasi Anggaran (approval/ratification) 

Pada tahap ratifikasi anggaran (approval/ratification) ini merupakan tahapan yang sangat penting dimana penentuan besaran alokasi anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI akan ditentukan yang ditempuh melalui proses pembahasan pada tingkat eksekutif  mulai dari verifikasi dan pembahasan rencana program dan kegiatan di Bappeda, pembahasan pada Forum SKPD Provinsi, Musrenbang Provinsi sampai mendapat persetujuan DPRD yang tertuang dalam Nota Kesepakatan PPAS.
Kasus yang terjadi bahwa pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bahwa selama dalam kurun waktu (3) tiga tahun terakhir alokasi anggaran belanja terlihat masih relative sangat kecil rata-rata hanya sekitar 0,11% dari total APBD Provinsi. Hal ini diperlukan adanya peningkatan kemampuan manajerial skill atau kemampuan bernegosiasi dan memberikan argumentasi terhadap pentingnya rencana program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sehingga mendapat dukungan para pengambil dan penentu kebijakan (eksekutif) menjadi program prioritas pembangunan pemerintah provinsi serta mendapat dukungan dan persetujuan DPRD (legislatife).
4.1.3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (implementation).
Pada tahap ini terdapat aktifitas yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan dimulai dari penyusunan rancangan DPA-SKPD, verifikasi DPA-SKPD oleh PPKD, selanjutnya melaksanakan DPA-SKPD dan melaksanakan penatausahaan anggaran belanja. 
Kegiatan penatausahaan anggaran belanja atau penatausahaan keuangan meliputi kegiatan tata usaha keuangan atau tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. 

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 ditemukan adanya sejumlah DPA-SKPD yang harus dilakukan revisi sehingga pelaksanaan anggaran menjadi tertunda, hal tersebut berpengaruh pada keterlambatan penyerapan anggaran pada laporan semester pertama.
4.1.4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (reporting & evaluation).
Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggung jawaban anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mencakup :

1. Pelaporan Anggaran Belanja/Keuangan

Pelaporan keuangan disampaikan kepada BPKAD, meliputi :

a. Laporan SPJ Keuangan Bulanan
b. Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua
c. Laporan Keuangan Akhir Tahun,  mencakup : LRA, Neraca, Catatan atas Laporan  Keuangan (CaLK)
2. Pelaporan Program dan Kegiatan
Pelaporan Program dan kegiatan disampaikan kepada BAPPEDA, meliputi :
a. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Bulanan
b. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulanan

3. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
Dalam rangka pelaporan dan evaluasi kinerja, pada akhir tahun anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akhir tahun anggaran ditemukan adanya (SiLPA) yang disebabkan oleh beberapa jenis dan obyek belanja yang tidak dapat dilaksanakan.
4.2. Pengendalian Manajemen Anggaran pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Pengendalian manajemen diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan anggaran  belanja agar dapat terlaksana dengan baik untuk tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian manajemen dimaksudkan sebagai strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian manajemen diperlukan sumberdaya pendukung yang memadai, meliputi antara lain : struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen, sumberdaya manusia yang melaksanakan dan faktor lingkungan yang mendukung.
Dalam pelaksanaan pengendalian manajemen pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdapat permasalahan yang mendesak untuk dilakukan pembenahan, antara lain: 

1. Struktur organisasi yang belum sesuai dengan pengendalian manajemen pengelolaan anggaran belanja, dimana pada Tingkat Jabatan Eselon IV, yang secara spesifik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan adalah Kepala Sub Bagian Administrsi Umum dan Keuangan dengan cakupan beban kerja yang sangat luas sehingga terjadi over lapping beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan anggaran belanja menjadi kurang maksimal.

2. Kapasitas sumber daya manusia / aparatur yang melaksanakan pengelolaan anggaran belanja masih belum terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan tehnis dan manjerial skill belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
Hal tersebut terjadi karena sebelum Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terbentuk menjadi Bagian Dari SKPD, anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan KORPRI berasal dari Dana Hibah APBD ataupun dari sumber dana lainnya yang sah, sehingga struktur organisasinya relatife sederhana dengan jumlah sumber daya manusia yang relatife lebih sedikit serta kualitas kemampuan tehnik dan manajerial skill yang tidak terlalu tinggi, namun setelah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terbentuk menjadi Bagian Dari SKPD struktur organisasi dan kapasitas sumber daya manusia yang ada tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran belanja seiring dengan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin menguat.
5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara normatif telah dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku, namun pengendalian manajemen anggaran belanja belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di muka, maka untuk pemecahan permalahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI penulis menyarankan hal-hal disebagai berikut :

1. Agar dilakukan penataan kembali struktur organisasi 
2. Agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/aparatur  baik dari sisi teknis maupun manajerial skill 
3. Saran penelitian lanjutan 
Karena keterbatasan waktu, biaya dan ilmu yang penulis miliki, maka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan, antara lain tentang:
a. Analisis Struktur Organisasi.
b. Analisis Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
c. Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
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